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ABSTRAK

KUHP belum menyatakan korporasi sebagai subjek hukum, namun hal itu tidak membuat
korporasi bebas dari tanggung jawab pidana. Seiring perkembangan hukum, korporasi
sebagai subjek hukum sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Drt. tahun 1955 tentang
Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU). Oleh karena itu korporasi dapat diminta
pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan modus
penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan melihat kedudukan dan pertanggungjawaban
hukum pidana korporasi, pertanggungjawaban direksi sebagai representasi dari korporasi
dalam pertanggungjawaban mengelola korporasi dan kendala yang dihadapi untuk
menjerat korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan
pajak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Juncto Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 (UU PT).

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mendasarkan pada
sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU TPPU, KUHP), sekunder (buku-buku teks tentang
hukum, pendapat dari media massa), dan tersier (kamus, ensiklopedia). Penulis
menyimpulkan bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan
doktrin-doktrin yaitu seperti doctrine of strict liability, identification theory, doctrine of
delegation, doctrine of aggregation dan diperkuat dengan adanya Pasal 6 UU TPPU.
Terkait pertangggungjawaban direksi, penulis menyimpulkan bahwa direksi dapat
dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan doktrin fiduciary duties dan duty to skill
and care, doktrin duty of care, doktrin ultra vires dan doktrin piercieng the corporate
veil serta diperkuat dengan adanya dan Pasal 3 UU TPPU Selain hal tersebut penulis
menemukan kendala yang dihadapi dalama menjerat korporasi.

Penulis berpendapat bahwa kurang tegasnya mengenai pengaturan pertanggungjawaban
korporasi perlu dikaji ulang. Sehingga undang-undang dapat mengatur secara tegas
pertanggungjawaban korporasi dan adanya mekanisme yang lebih mudah untuk melacak
dan membuktikan adanya suatu tindak pidana pencucian uang.
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Abstract

The criminal code (KUHP ) yet to say of the corporation as the subject of law , but it does
not make corporate free from criminal responsibility. As the development of the law ,
corporate as legal subject set in act.no.7 drt. 1955 about the criminal act of economic, the
law number 6/1984 on post, the law number 8/2010 (UU TPPU). Because of the
corporate can be asked to criminal responsibility relating to crimes of money laundering
with a mode of tax evasion. This research aims to look at it and responsibility corporate
crimal law, a representation of the corporate responsibility of directors for corporate
responsibility in managing and obstacles to make corporations in criminal tax evasion,
money laundering in a review of the act n0.40/2007 juncto act no.8/2010 (UUPT).

Methods used is a method of juridical normative with rested on secondary data consisting
of a primary law the constitution of the republic of Indonesia , the act of no. 16 year 2000
regarding general provisions and the procedures for the taxation ,UU TPPU, KUHP) ,
secondary (text books about the law, the opinion of the mass media),and tertiary (a
dictionary, encyclopedia). The author concluded that based on corporate accountability to
be provided the doctrines that is as doctrine of the strict liability, identification theory,
doctrine of delegation, doctrine of aggregation and strengthened with UU TPPU article 6.
Relating to the liability of directors author assume responsibility to be provided in
accordance with the doctrines of directors fiduciary duties and duty to care, and skill
doctrine duty of care, an ultra vires doctrine and corporate piercieng doctrine of the veil
as well as strengthened by the presence of article 3 UU TTPU. Besides the constraints
faced by the writer is very difficult to find a kind of crime, money laundering could not
the responsibility of the company and the lack of corporate law determining element of a
corporation.

The author of the opinion that less attention on regulation of the corporate responsibility
need to be examined. So that the bill can set strict mechanisms corporate accountability
and the easier to trace and prove the existence of a crime of money laundering.

Keywords: board of directors, corporate, money laundering, tax evasion.
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